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BUPATI KARAWANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR 13  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KARAWANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu perwujudan 
kewajiban masyarakat sebagai sumber pendapatan asli 
daerah yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah; 

b. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan 
dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta 
dapat diciptakan kepastian hukum, dalam mewujudkan 
ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan di 
daerah, perlu diatur Ketentuan Umum Perpajakan 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  nomor 
5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

dan 

BUPATI KARAWANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM 

PERPAJAKAN DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Karawang. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah  Perangkat 
Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan 
pajak daerah. 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di 
bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari 
Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang.  
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8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah.  

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap.  

10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.  

11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
motel, losmen, guest house, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).  

12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran.  

13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 
kantin, warung, kios, Pusat Jajanan Serba Ada (pujasera/food court), 
bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.  

14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.  

15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.  

17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.  

18. Pajak penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan 
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batubara. 

21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
Valet Parkir dan tempat penitipan kendaraan bermotor.  

22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 
bersifat sementara.  
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23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah.  

24. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 
dibawah permukaan tanah.  

25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan.  

26. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.  

27. Pajak Sarang Burung Wallet pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang burung wallet. 

28. Burung Walet adalah adalah satwa yang termasuk marga collocalia, 
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan 
collocalia linchi. 

29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.  

30. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.  

31. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, 
pedalaman wilayah Kabupaten Karawang.  

32. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.  

33. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar 
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan baru, atau NJOP pengganti.  

34. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
pajak.  

35. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan 
Daerah.  

36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 
3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.  

37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahun kalender.  
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38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD 
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan 
hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.  

39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan 
Daerah.  

40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya.  

41. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak 
melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang 
yang telah disita. 

42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP 
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data 
subjek dan obyek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan Daerah.  

43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 
yang terutang kepada Wajib Pajak.  

44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan 
obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.  

45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat 
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.  

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terutang.  

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
yang masih harus dibayar.  

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.  

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit pajak 
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.  
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50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak.  

51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrastif berupa 
bunga dan/atau denda.  

52. Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang 
diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib 
Pajak untuk melunasi utang pajaknya.  

53. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak 
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung 
pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 
seluruh utang pajak, dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun 
pajak.  

54. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak.  

55. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai 
barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi 
utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.  

56. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang 

meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, 
penyitaan dan penyanderaan. 

57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak.  

59. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 
atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan 
banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 

60. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.  

61. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 
atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau 
terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
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62. Putusan Gugatan adalah putusan Pengadilan Pajak terhadap hal-hal 
yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat 
diajukan gugatan.  

63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk periode Tahun Pajak tersebut.  

64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

65. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya 
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. 

66. Penilaian PBB P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek 
Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB sektor perdesaan dan 
perkotaan, dengan menggunakan Pendekatan nilai Pasar/transaksi. 

67. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat 
pelaksana pemungutan pajak daerah yang ditujukan untuk peningkatan 
kesejahteraan aparat pemungut pajak daerah dalam rangka 
meningkatkan penerimaan pajak daerah.  

68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan 
tersangkanya.  

69. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, yang diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana.  

70. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak 
yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.  

71. Online atau Dalam jaringan adalah sambungan langsung antara 

subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui 
media internet. 

 

BAB II  

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

Pasal 2  

(1) Sistem pemungutan Pajak Daerah meliputi: 

a. pemungutan pajak yang dihitung dan dibayar sendiri wajib pajak; 
dan 

b. pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah. 
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(2) Jenis Pajak Daerah dengan sistem pemungutan pajak yang dihitung dan 
dibayar sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, meliputi:  

a. Pajak Hotel;  

b. Pajak Restoran;  

c. Pajak Hiburan;  

d. Pajak Penerangan Jalan; 

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

f. Pajak Parkir;  

g. Pajak Sarang Burung Walet; dan  

h. BPHTB.  

(3) Jenis Pajak Daerah dengan sistem pemungutan pajak berdasarkan 
penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi: 

a. Pajak Reklame; 

b. pajak Air Tanah; dan 

c. PBB-P2. 

 

BAB III  

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK 

Bagian Kesatu 

Pendataan 

Pasal 3 

(1) PD melaksanakan pendataan di daerah untuk mendapatkan data WP. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: 

a. menjaring WP yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran; dan 

b. pembaharuan data kegiatan usaha WP. 

(3) Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dilakukan dengan menggunakan SPOP. 

(4) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati 
yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak 

 

 

Bagian Kedua 

Pendaftaran dan Penetapan Jenis Pajak Yang Dibayar Sendiri 
Berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak 

 

Pasal 4 

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan 
penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan objek pajaknya 
dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak. 
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(2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan objek 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD. 

(3) Bupati dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan terhadap Wajib Pajak 
yang telah menjalankan usahanya tetapi tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bukan 
merupakan bukti legalitas usaha. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk: 

a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak 
bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik daerah; dan 

b. Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 5 

(1) Bupati membatalkan dan menghapuskan NPWPD, dalam hal: 

a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib 

Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, apabila sudah 
tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau 
penggabungan usaha; dan 

c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau 
objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah. 

(2) Pembatalan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. 

(3) Bupati tidak dapat melakukan pembatalan dan penghapusan NPWPD 
dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembatalan dan Penghapusan 
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Bupati.  

 

Bagian Ketiga 

Pendaftaran dan Penetapan Jenis Pajak  

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 

 

Pasal 6 

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib 
mendaftarkan objek Pajak dengan menggunakan: 

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak Reklame dan Pajak 
Air Tanah; dan 

b. SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2. 
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(2) surat pendaftaran objek Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.  

 

Pasal 7 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas 
Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah berdasarkan surat pendaftaran 
obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
dengan menggunakan SKPD. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan 
SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam 
hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1). 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas 
PBB-P2 berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf b, dengan menggunakan SPPT. 

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD dalam hal 
sebagai berikut: 

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak 
ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;dan/atau 

b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 
jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang 
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

 

   Bagian Keempat 

    Masa Pajak 

Pasal 8 

(1) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan 
penghitungan oleh Wajib Pajak, antara lain: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Penerangan Jalan; 

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

f. Pajak Parkir; dan 

g. Pajak Sarang Burung Walet. 

(2) Masa Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan 1 (satu) bulan kalender sejak terutangnya pajak. 

(3) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dikecualikan untuk BPHTB. 
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BAB IV  

PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 9  

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan 
surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang 
memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan 
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

(4) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang 
memenuhi kewajiban perpajakannya, dibayar dengan menggunakan 
SKPD, SPPT bagi PBB-P2 serta dokumen lain yang dipersamakan. 

 

 Bagian Kedua 

Pembayaran Pajak Terutang 

Pasal 10 

(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan 
menggunakan SSPD. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu 
pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang 
dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak. 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu 
pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama: 

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan 

b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT. 

(4) Untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah dan memberikan 
kemudahan pelayanan bagi wajib pajak, Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk dapat bekerjasama dengan pihak lain terkait tempat 
penerimaan pembayaran/setoran pajak yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Bagian Ketiga 

Pelaporan Pajak 

Pasal 11 

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan 
penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD. 

(2) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh 
WP atau kuasanya, serta disampaikan kepada PD. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak. 

 

Pasal 12 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang telah disampaikan 
dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat PD belum 
melakukan tindakan pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang 
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 
atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang 
belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran 
yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan 
dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai 
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya 
terhutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% 
(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

(4) Walaupun PD telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat PD belum 
menerbitkan SKPD secara jabatan, Wajib Pajak dengan kesadaran 
sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang 
ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai 
keadaan yang sebenarnya dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. 

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari 
pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh 
Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. 

 

Pasal 13 

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri 
berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2). 

(2) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf  h dipersamakan sebagai SPTPD. 
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(3) SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya 
pembayaran. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 
berakhirnya masa Pajak. 

(5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD 
dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

    Bagian Keempat 

    Ketetapan Pajak 

Pasal 14 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan SKPDKB, 
SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri 
berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2). 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal: 

a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar; 

b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak 
disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam 
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran; atau 

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. 

(3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam 
hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung secara 
jabatan. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal 
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan 
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang. 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal 
jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak 
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 

 

Pasal 15 

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administratif 
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan 
Pajak tersebut. 
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(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
Pemeriksaan. 

(4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14  ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 
terutangnya Pajak. 

(5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

 

Pasal 16 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan 
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 
2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. 

 

Bagian Kelima 

Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaporan Dalam Jaringan 

Pasal 17 

(1) Dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak, Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk dapat menyelenggarakan sistem pendaftaran, pembayaran 
dan pelaporan online  atau dalam jaringan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem 
pendaftaran, pembayaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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BAB V  

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Bagian Kesatu 

Penagihan Pajak 

Pasal 18 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis 
Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal: 

a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah 
dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat 
terutangnya Pajak. 

(3) Penagihan pajak melalui penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran 
atau surat peringatan. 

 

Pasal 19 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis 
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal: 

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang 
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; 

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pembayaran; atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian 
sanksi administratif  berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan. 

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 

(4) Penagihan pajak melalui penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran 
atau surat peringatan. 
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Pasal 20 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada 
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila: 

a. Wajib Pajak atau kuasanya tidak melunasi utang pajak dan 
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis; 

b. terhadap Wajib Pajak atau kuasanya telah dilaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus; 

c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran 
atau penundaan pembayaran pajak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kedua 

Penghapusan Piutang Pajak 

Pasal 21 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung 
maupun tidak langsung. 

(3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Daerah. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan 
dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat 
Paksa tersebut. 

(6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal pengakuan tersebut. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 22 

(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 

(1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang 
pajak dari Kepala PD. 

(2) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. nama dan alamat WP atau kuasanya; 
b. jumlah piutang pajak; 
c. Tahun Pajak; 
d. jenis pajak; 

e. Alasan pengajuan penghapusan yang disertai dengan dokumen 
pendukung. 

(3) Untuk permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan nilai penghapusan piutang di bawah Rp.1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati, sedangkan untuk penghapusan 
piutang di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh 
Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. 

 

Pasal 23 

(1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum 

kedaluarsa dimasukan ke dalam daftar piutang pajak yang akan 
dihapuskan. 

(2) Piutang pajak yang tidak ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah: 

a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta 
kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 
Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan PD; 

b. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan 
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PD yang menyatakan bahwa 
WP memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. WP yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari 
hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang 
pajaknya; 

d. Ketetapan Ganda (double anslag) berlaku untuk PBBP2; 

e. WP  dan/atau objek pajak tidak ditemukan. 

 

BAB VI  

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 24 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 
SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan. 
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(3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam 
jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling 
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan 
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan. 

(6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 25 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1). 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. 

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat 
berupa: 

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 
Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib 
Pajak; 

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 
Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut 
Wajib Pajak; 

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan 
sama dengan Pajak yang terutang dalam surat 
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; 
atau 

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak 
terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang 
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Pajak. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap diterima. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 26 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan 
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima 
dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan 
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

(3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 27 

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan 
dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding 
dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

 

BAB VII  

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 28 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat: 

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa 
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya; 



21 

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi 
tertentu objek pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB VIII  

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 29 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati.  

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.  

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.  

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.  

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKPDLB.  

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Pajak.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

BAB IX  

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembukuan dan Pemeriksaan 

Pasal 30 

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit          
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.  
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(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara 
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 31 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:  

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek pajak yang terutang;  

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan/atau  

c. memberikan keterangan yang diperlukan.  

(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang 
ditetapkan secara jabatan.  

 

    Bagian Kedua 

     Pengawasan 

      Pasal 32 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan 
personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi online 
atau dalam jaringan pada obyek pajak tertentu.  

(2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

(3) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan 
potensi Wajib Pajak secara nyata.  

(4) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat dan seluruh biaya yang 
ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi 
kewajiban Pemerintah Daerah. 

(5) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan 

transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh wajib pajak 
sebagaimana mestinya.  

(6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi 
tanggung jawab Wajib Pajak kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan 
bukan diakibatkan oleh Wajib Pajak.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
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BAB X  

PENELITIAN SSPD BPHTB 

Pasal 33 

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 

a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD 
BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi 
SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data 
PBB-P2; 

b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam 
SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data 
PBB-P2; 

c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan 
dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi 
pada basis data PBB-P2; 

d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan 
objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas 
objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan 

e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya 
pengurangan yang dihitung sendiri. 

(2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. 

(3) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara 
lengkap  SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari 
jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan 
tersebut. 

 

BAB XI  

     PENILAIAN PBB-P2 

Pasal 34 

(1) Bupati menetapkan NJOP. 

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 
(tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap 
tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 
wajar. 

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode: 

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 

b. nilai perolehan Baru; atau 

c. nilai jual pengganti. 

(5) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) 
dilakukan melalui penilaian. 
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BAB XII  

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 35 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
melaui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5 % 
(lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun 
anggaran berkenaan untuk setiap jenis pajak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 

BAB XIII  

KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 36 

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam 

hal:  

a. badan oleh pengurus; 

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; 

c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi 
untuk melakukan pemberesan; 

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; 

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 
pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; 
atau 

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampuan oleh wali atau pengampunya. 

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara 
pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, 
kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar 
tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang 
tersebut.  

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat 
kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut 
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam 
menjalankan perusahaan.  
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Pasal 37 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak 
dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap 
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah.  

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) adalah:  

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli 
dalam sidang pengadilan; dan  

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk 
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau 
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan 
dalam bidang keuangan daerah.  

(4)  Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada 

pihak yang ditunjuk.  

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana 
atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara 
Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin 
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga 
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan 
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada 
padanya.  

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau 
perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta. 

 

 

BAB XIV  

PENYIDIKAN 

Pasal 38 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
melaksanakan kewajiban dan wewenang yang dimilikinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB XV  

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 39 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah 
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah). 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah 
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah). 

 

Pasal 40 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau 
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 

 

Pasal 41 

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena 
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak 
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah).  

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar.  

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi 
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak 
pidana pengaduan. 
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Pasal 42 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat 
(2) merupakan penerimaan negara. 

 

 

BAB XVI  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 43 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak terutang 
yang belum dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak tetap harus 
dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan jenis objek pajaknya.  

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan 
pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Daerah ini dan/atau belum diatur dengan peraturan 
pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.  

 

BAB XVII  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12 Seri B) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2012 Nomor 16), sepanjang mengatur mengenai tata cara 
pemungutan pajak daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 45 

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling 
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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PENJELASAN  

ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  

NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAERAH 

 

I. UMUM 

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang 
sangat potensial dan menjadi andalan bagi setiap Daerah dalam rangka 
mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah, sehingga upaya meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di Daerah dapat segera terwujud.  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, sebagai payung hukum bagi Daerah dalam pengaturan 
penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, pada hakikatnya telah mengatur 
klasifikasi jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dipungut. Dan telah mengatur pula 
jenis pajak daerah yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala 
Daerah (official assessment) dan pajak daerah yang dibayar sendiri oleh wajib 

pajak (self assessment), dimana pengaturan pajak daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Secara substansial,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menentukan muatan materi 
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, paling sedikit mengatur mengenai 
nama, objek, dan Subjek Pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara 
penghitungan pajakwilayah pemungutan, Masa Pajak, penetapan, tata cara 
pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administratif, dan tanggal 
mulai berlakunya. Selain memuat muatan materi tersebut, Peraturan Daerah 
tentang Pajak Daerah dapat pula mengatur ketentuan mengenai pemberian 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas 
pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara penghapusan piutang pajak yang 
kedaluwarsa; dan/atau, timbal balik, berupa pemberian pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional. 

Pengaturan pemungutan pajak daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah, dengan batasan-batasan muatan materi yang harus 
terkandung dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, di Kabupaten 

Karawang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan daerah, yang ditandai dengan diundangkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah, yang mencabut dan mengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang 
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak, berdampak pada substansi/muatan materi pengaturan 
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mengenai tata cara pemungutan pajak daerah yang terkandung dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karawang Nomor 16 Tahun 2012. 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di 
Kabupaten Karawang, dan meningkatkan peran serta masyarakat Kabupaten 
Karawang dalam membayar pajak daerah sebagai wujud pelaksanaan 
kewajiban perpajakan daerah, maka dipandang perlu adanya pengaturan 
mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

 
Pasal 3 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 4 

Ayat (1) 
Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan berdasarkan sistem pemungutan pajak yang dihitung dan 
dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib mendaftarkan diri pada PD 
Pengelola Pajak Daerah untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus 
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 6 

Ayat (1) 
Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan berdasarkan sistem pemungutan pajak berdasarkan 
penetapan kepala daerah, wajib mendaftarkan diri pada PD Pengelola 
Pajak Daerah untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untu 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 7 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "keterangan lain" antara lain pengajuan dari 
Wajib Pajak 
 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 9 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 
 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Pihak lain yang ditunjuk sebagai tempat penerimaan 
pembayaran/setoran pajak terutang, hanya menerima uang 
pembayaran/setoran saja dan tidak termasuk menghitung besarnya 
pajak yang terutang. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 
 

Pasal 11 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan benar adalah WP menyampaikan data sesuai 
dengan pendapatan yang diterima atas objek pajaknya. 

Yang dimaksud dengan jelas adalah WP menyampaikan SPTPD dapat 
terbaca dengan jelas. 

Yang dimaksud dengan lengkap adalah WP menyampaikan 
SPTPD dengan lampiran data yang lengkap. 

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat 

dilakukan antara lain melalui jasa kurir, jasa layanan pos, atau 
dikirim langsung ke Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau 
memanfaatkan media elektronik/teknologi informasi yang tersedia. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 12 

Ayat (1) 
Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPTPD yang dibuat oleh Wajib 
Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas 
kemauan sendiri, dengan syarat PD belum mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan. 
Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” 
adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan 
kepada Wajib Pajak  atau  kuasanya. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah Jumlah hari dalam bulan 
kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni 
sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari 
bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, 

misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli. 
Ayat (3) 

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan 
pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan 
sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh 
persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidak akan 
dilakukan penyidikan.Namun, apabila telah dilakukan tindakan 
penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada 
Penuntut Umum, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran 
perbuatannya sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 
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Ayat (4) 

Walaupun PD telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan 
SKPD secara jabatan, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang 
belum membetulkan SPTPD masih diberikan kesempatan untuk 
mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah 
disampaikan. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD tersebut 
dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan 
yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang 
sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran 
laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan 
sampai selesai. 

Ayat (5) 
Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang 
dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan 
pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap 
dilanjutkan. 
Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan 
ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas 
ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan SKPD secara 
jabatan. 

 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas. 
Ayat (6) 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 14 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud “kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi” pada huruf c, 

dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan: 
Kesatu, SPTPD sama sekali tidak disampaikan, setelah diberikan 
surat teguran paling sedikit 3 (tiga) kali.  
Kedua, SPTPD disampaikan tetapi diisi tidak benar/tidak lengkap, 
sehingga tidak diketahui jumlah pajak terutang yang sebenarnya. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "dihitung secara jabatan" adalah penghitungan 
besarnya Pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
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Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5)  
Cukup Jelas. 
 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5)  

Cukup Jelas. 
 
Pasal 16 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5)  
Cukup Jelas. 

Ayat (6)  
Cukup Jelas. 

 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 18 

Ayat (1) 
Pada huruf c, contoh untuk Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda adalah jika permohonan banding Wajib 
Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 

Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran 
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 19 
Ayat (1) 

Pada huruf c, contoh untuk Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda adalah jika permohonan banding Wajib 
Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran 
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 20 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Pengertian surat lain yang sejenis dalam huruf a adalah meliputi surat 
atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat 
Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa 

diterbitkan. 
Yang dimaksud persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak dalam huruf c adalah saat dalam hal-hal tertentu, 
misalnya, karena Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada 
Wajib Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, keputusan 
dimaksud mengikat kedua belah pihak. 
Apabila kemudian Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa 
Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5)  

Cukup Jelas. 
Ayat (6)  

Cukup Jelas. 
Ayat (7)  

Cukup Jelas. 
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Pasal 22 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5)  
Cukup Jelas. 

Ayat (6)  
Cukup Jelas. 
 

Pasal 25 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5)  
Cukup Jelas. 

Ayat (6)  
Cukup Jelas. 
 

Pasal 26 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 27 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5)  

Cukup Jelas. 
 
Pasal 28 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Pada huruf c, yang dimaksud dengan ”kondisi tertentu objek pajak”, 
antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati 
sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.  

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 29 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5)  

Cukup Jelas. 
Ayat (6)  

Cukup Jelas. 
Ayat (7)  

Cukup Jelas. 
 

Pasal 30 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 31 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 32 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5)  

Cukup Jelas. 
Ayat (6)  

Cukup Jelas. 
Ayat (7)  

Cukup Jelas. 
 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5)  

Cukup Jelas. 
Ayat (6)  

Cukup Jelas. 
 

Pasal 35 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 36 
Ayat (1) 

Dalam Peraturan Daerah ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak 
terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam 
pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan 
anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. 
Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil 
atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin 
melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. 

Ayat (2) 
Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam 
Peraturan Daerah ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara 
renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat 
dipertimbangkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila wakil 
Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam 
kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin 
dimintai pertanggungjawaban. 

Ayat (3) 
Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak 
untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah 
perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material 

serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan daiam peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa 
khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Ayat (4) 
Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan 
kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka 
menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang 
menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, 
dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya 
dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun 
akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan 
dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham 
mayoritas atau pengendali.  
 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5)  

Cukup Jelas. 
Ayat (6)  

Cukup Jelas. 
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Pasal 38 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 39 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
 
Pasal 41 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 
 

Pasal 42 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 43 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 
 

Pasal 44 

Pasal-pasal yang dihapuskan yang tercantum dalam Perda Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah  adalah Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 64, 
Pasal 65, Pasal 68 dan Pasal 69. 

 

Pasal 45 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 46 

Cukup jelas. 
 


